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6. Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk entitas pelaporan dan entitas
akuntansi dalam menyusun laporan keuangan. Entitas pelaporan yaitu
Pemerintah Kabupaten Ende, sedangkan entitas akuntansi yaitu OPD
dan PPKD dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Ende, tidak termasuk
perusahaan daerah.

Basis Akuntansi
7. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah
yaitu basis akrual.

DEFINISI

8. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan
akuntansi ini dengan pengertian:
Anggaran adalah pedoman tindakan yang akan dilaksanakan
pemerintah pusat atau daerah yang meliputi rencana pendapatan,
belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah
dan disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis dalam satu

periode.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana

keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah.

Arus Kas adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas pada
Bendahara Umum Daerah.

Apropriasi adalah APBD yang telah disetujui oleh DPRD dan
merupakan mandat yang diberikan kepada bupati untuk melakukan
pengeluaran sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas

yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah selama
satu periode akuntansi.

Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas
yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta
investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas.

M
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Aktivitas pendanaan adalah aktivitas penerimaan kas yang perlu
dibayar kembali dan/atau pengeluaran kas yang akan diterima kembali
yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi utang

dan piutang jangka panjang.

Aktivitas non anggaran adalah aktivitas penerimaan atau pengeluaran
kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, transfer,
dan pembiayaan pemerintah daerah.

Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan atau pengeluaran
kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan
pendanaan.

Amortisasi utang adalah alokasi sistematis dari premium atau
diskonto selama umur utang pemerintah daerah.

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki
oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan
dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan

diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat
diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang

diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan
sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan
budaya.

Aset tak berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi
dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan
dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan
lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih
dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah
daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Azas bruto adalah suatu prinsip yang tidak memperkenankan
pencatatan secara netto penerimaan setelah dikurangi pengeluaran
pada suatu unit organisasi atau tidak memperkenankan pencatatan
pengeluaran setelah dilakukan kompensasi antara penerimaan dan

pengeluaran.

ﬂ
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Bantuan keuangan adalah beban pemerintah daerah dalam bentuk
bantuan uang kepada pemerintah daerah lainnya yang ditujukan

untuk pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan
daerah.

Bantuan sosial adalah transfer uang atau barang yang diberikan
kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya
risiko sosial.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh
transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu
terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau
dibayar.

Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi
dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau
dibayar.

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam
periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa
pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah
yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran
bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh
pemerintah.

Beban hibah adalah beban pemerintah dalam bentuk uang/barang
atau jasa kepada pemerintah daerah lainnya, perusahaan
negara/daerah, badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan, yang
bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

Beban penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset
tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat
aset yang bersangkutan.

Beban transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban
untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas
pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

e ]
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Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang
penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi

pemerintah daerah.
Kewajiban diestimasi adalah kewajiban yang waktu dan jumlahnya

belum pasti.

Kewajiban kontinjensi adalah :

a) kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan
keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya
suatu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya

berada dalam kendali suatu entitas; atau
b) kewajiban kini yang timbul sebagai akibat masa lalu, tetapi tidak

diakui karena :

1. tidak terdapat kemungkinan besar (not probable) bahwa suatu
entitas mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat
ekonomi untuk menyelesaikan kewajibannya; atau

2. jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur secara andal.

Klaim adalah jumlah yang diminta kontraktor kepada pemberi kerja
sebagai penggantian atas biaya-biaya yang tidak termasuk dalam nilai
kontrak.

Kreditur adalah pihak yang memberikan utang kepada debitur.
Laporan keuangan gabungan adalah suatu laporan keuangan yang

merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas

akuntansi sehingga tersaji sebagai satu entitas pelaporan tunggal.

Laporan keuangan interim adalah laporan keuangan yang diterbitkan
di antara dua laporan keuangan tahunan.

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset tetap yang sedang dalam

proses pembangunan.
Kontrak konstruksi adalah perikatan yang dilakukan secara khusus
untuk konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi yang berhubungan
erat satu sama lain atau saling tergantung dalam hal rancangan,
teknologi, dan fungsi atau tujuan atau penggunaan utama.
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atu entitas yang mengadakan kontrak untuk
untuk kepentingan

an dalam kontrak

Kontraktor adalah su
membangun aset atau memberikan jasa konstruksi

entitas lain sesuai dengan spesifikasi yang ditetapk

konstruksi.

Manfaat sosial adalah manfaat yang tidak dapat diu
dengan satuan uang namun berpengaruh pada peningkatan pelayanan

t luas maupun golongan masyarakat

kur langsung

pemerintah pada masyaraka

tertentu.

Masa manfaat adalah :

a) Periode suatu aset yang diharapkan dapat digunakan untuk aktivitas
pemerintahan dan /atau pelayanan publik; atau

duksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari

b) Jumlah pro
aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.

Mata uang asing adalah mata uang selain mata uang Rupiah.

Mata uang pelaporan adalah mata uang yang digunakan dalam
menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah.

Materialitas adalah suatu kondisi jika tidak tersajikannya atau salah
saji suatu informasi akan mempengaruhi keputusan atau penilaian
pengguna yang dibuat atas dasar laporan keuangan. Materialitas

esalahan yang

tung pada hakikat atau besarnya pos atau k

tergan
kurangan atau salah

dipertimbangkan dari keadaan khusus di mana ke
saji terjadi.

Nilai wajar adalah nilai
fihak yang memahami d

tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar
an berkeinginan untuk melakukan transaksi

wajar.

Metode biaya

investasi berdasarkan harga perolehan.

Metode ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai
investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut
bagian investor atas

kemudian disesuaikan dengan perubahan
kekayaan bersih /ekuitas dari badan usaha
yang terjadi sesudah perolehan awal investasi.

adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai

penerima investasi

(investee)
Hal 14
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Metode garis lurus adalah metode alokasi premium atau diskonto
dengan jumlah yang sama sepanjang periode sekuritas utang

pemerintah.

Metode langsung adalah metode penyajian arus kas dimana
pengelompokan utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto harus

diungkapkan.

Metode tidak langsung adalah metode penyajian laporan arus kas
dimana surplus atau defisit disesuaikan dengan transaksi-transaksi
operasional non kas, penangguhan (deferral) atau pengakuan (accrual)
penerimaan kas atau pembayaran yang lalu/yang akan datang, serta
unsur penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk kas yang berkaitan

dengan aktivitas investasi dan pendanaan.
Nilai historis adalah jumlah kas atau ekuivalen kas yang dibayarkan/
dikeluarkan atau nilai wajar berdasarkan pertimbangan tertentu untuk

mendapatkan suatu aset investasi pada saat perolehannya.
Nilai nominal adalah nilai yang tertera dalam surat berharga seperti
nilai yang tertera dalam lembar saham dan obligasi.

Nilai pasar adalah jumlah yang dapat diperoleh dari penjualan suatu
investasi dalam pasar yang aktif antara pihak-pihak yang independen.

Nilai sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada
akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya

pelepasan.
Nilai tercatat (carrying amount) aset adalah nilai buku aset, yang
dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi

penyusutan.
Operasi tidak dilanjutkan adalah penghentian suatu misi atau
tupoksi tertentu yang berakibat pelepasan atau penghentian suatu
fungsi, program, atau kegiatan, sehingga aset, kewajiban, dan operasi
dapat dihentikan tanpa mengganggu fungsi, program, atau kegiatan

yang lain.
Otorisasi kredit anggaran (allotment) adalah dokumen pelaksanaan
anggaran yang menunjukkan bagian dari apropriasi yang disediakan
ﬂ
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bagi instansi dan digunakan untuk memperoleh uang dari Bendahara
Umum Daerah guna membiayai pengeluaran-pengeluaran selama

periode otorisasi tersebut.
Pemberi entitas yang mengadakan kontrak konstruksi dengan pihak

ketiga untuk membangun atau memberikan jasa konstruksi.
Pendapatan hibah adalah pendapatan pemerintah daerah dalam
bentuk uang/barang atau jasa dari pemerintah lainnya, perusahaan
negara/daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat
tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus-menerus.

Pembiayaan(financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada
tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran

berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama
dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus

anggaran.
Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai
penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan
dan tidak perlu dibayar kembali

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum
Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun

anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak
perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap
yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset

yang bersangkutan.
Pendapatan transfer adalah pendapatan berupa penerimaan uang
atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu

entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-

undangan.
Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke bendahara

umum daerah.

Hal 16
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Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari bendahara

umum daerah.

Periode akuntansi adalah periode pertanggungjawaban keuangan
entitas pelaporan dan entitas akuntansi yang periodenya sama dengan

periode tahun anggaran.
Perhitungan Fihak Ketiga, selanjutnya disebut PFK, merupakan
utang pemerintah daerah kepada pihak lain yang disebabkan
kedudukan pemerintah daerah sebagai pemotong pajak atau pungutan
lainnya, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai

(PPN), iuran Askes, Taspen, dan Taperum.
Perubahan estimasi adalah revisi estimasi karena perubahan kondisi
yang mendasari estimasi tersebut, atau karena terdapat informasi

baru, pertambahan pengalaman dalam mengestimasi atau

perkembangan lain.
Premium adalah jumlah selisih lebih antara nilai kewajiban saat ini
(present value) dengan nilai jatuh tempo kewajiban (maturity value)

karena tingkat bunga nominal lebih tinggi dari tingkat bunga efektif.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan
yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah
daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau
diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Perusahaan asosiasi adalah suatu perusahaan yang investornya
mempunyai pengaruh signifikan dan bukan merupakan anak
perusahaan maupun joint venture dari investornya.

Perusahaan daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian

modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah.

Perusahaan negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian
modalnya dimiliki oleh pemerintah pusat.

Piutang transfer adalah hak suatu entitas pelaporan untuk menerima
pembayaran dari entitas pelaporan lain sebagai akibat peraturan

perundang-undangan.

bijakan Akuntansi Hal 17
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Pos adalah kumpulan akun sejenis yang ditampilkan pada lembar

muka laporan keuangan.
Pos luar biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa
yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan
operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi dan berada di
luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

Rekening kas umum daerah adalah rekening tempat penyimpanan

uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh
penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada

bank yang telah ditetapkan.

Restrukturisasi utang adalah kesepakatan antara kreditur dan
debitur untuk memodifikasi syarat-syarat perjanjian utang dengan atau

tanpa pengurangan jumlah utang.

Retensi adalah jumlah termin (progress billing) yang belum dibayar
hingga pemenuhan kondisi yang ditentukan dalam kontrak untuk

pembayaran jumlah tersebut.

Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan

uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh
penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada

bank yang ditetapkan.

Saldo Anggaran Lebih adalah merupakan saldo yang berasal dari
akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun

berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan

Selisih kurs adalah selisih yang timbul karena penjabaran mata uang
asing ke rupiah pada kurs yang berbeda.

Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang
siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai

yang signifikan.

Sisa Lebih/K Pembia SiLPA/SiKPA) adalah

selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja,
serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN/APBD
selama satu periode pelaporan.

B e ]
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tinjauan program dan laporan lain mengenai pencapaian kinerja

keuangan entitas selama periode pelaporan.

TANGGUNG JAWAB PELAPORAN KEUANGAN
15. Tanggung jawab penyusunan dan penyajian laporan keuangan berada

pada pimpinan entitas.

KOMPONEN-KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN
16. Komponen-komponen yang terdapat dalam suatu set laporan keuangan
pokok adalah:
a) Laporan Realisasi Anggaran;
b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
c) Neraca;
d) Laporan Operasional (LO);
e) Laporan Arus Kas;
f) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan

g) Catatan atas Laporan Keuangan.
17. Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap

entitas, kecuali Laporan Arus Kas yang hanya disajikan oleh entitas
yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum, dan Laporan
Perubahan SAL yang hanya disajikan oleh Bendahara Umum Daerah

dan entitas pelaporan yang menyusun laporan  keuangan

konsolidasiannya.

STRUKTUR DAN ISI

Pendahuluan
18. Pernyataan kebijakan akuntansi ini mensyaratkan adanya

pengungkapan tertentu pada lembar muka (on the face) laporan
keuangan, mensyaratkan pengungkapan pos-pos lainnya dalam lembar
muka laporan keuangan atau dalam Catatan atas Laporan Keuangan,
dan merekomendasikan format sebagai lampiran kebijakan akuntansi
ini yang dapat diikuti oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan

sesuai dengan situasi masing-masing.

f
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25.

dan laporan keuangan tahunan disajikan dengan suatu periode yang

lebih panjang atau lebih pendek dari satu tahun, entitas

mengungkapkan informasi berikut:

a) alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun,

b) fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif untuk laporan tertentu
seperti arus kas dan catatan-catatan terkait tidak dapat
diperbandingkan.

Dalam situasi tertentu suatu entitas harus mengubah tanggal
pelaporannya, misalnya sehubungan dengan adanya perubahan tahun
anggaran. Pengungkapan atas perubahan tanggal pelaporan adalah
penting agar pengguna menyadari kalau jumlah-jumlah yang disajikan
untuk periode sekarang dan jumlah-jumlah komparatif tidak dapat
diperbandingkan.

Tepat Waktu

26.

Kegunaan laporan keuangan berkurang bilamana laporan tidak tersedia
bagi pengguna dalam suatu periode tertentu setelah tanggal pelaporan.
Faktor-faktor yang dihadapi seperti kompleksitas operasi suatu entitas
pelaporan bukan merupakan alasan yang cukup atas kegagalan
pelaporan yang tepat waktu. Batas waktu penyampaian laporan
keuangan entitas akuntansi selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah
berakhirnya tahun anggaran, sedangkan laporan keuangan entitas
pelaporan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun

anggaran.

Laporan Realisasi Anggaran

27.

28.

29,

Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan Kkegiatan keuangan
pemerintah daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD.
Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan
penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh
SKPD/PPKD/Pemerintah daerah dalam satu periode pelaporan.

Laporan Realisasi Anggaran SKPD menyajikan sekurang-kurangnya
unsur-unsur sebagai berikut:

a) Pendapatan-LRA;

Kebijakan ARuntansi Hal 24
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Ekuitas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait

dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
50. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci

atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan

Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan
Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas.
Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah
penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Kebijakan
Akuntansi Pemerintah Daerah ini serta pengungkapan-pengungkapan
lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan
keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen
lainnya.
Dalam keadaan tertentu masih dimungkinkan untuk mengubah
susunan penyajian atas pos-pos tertentu dalam Catatan atas Laporan

Keuangan. Misalnya informasi tingkat bunga dan penyesuaian nilai
wajar dapat digabungkan dengan informasi jatuh tempo surat-surat

Sl1.

berharga.

Penyajian Kebijakan-kebijakan Akuntansi
52. Kebijakan akuntansi pada Catatan atas Laporan Keuangan

menjelaskan hal-hal berikut ini:
a) basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan

keuangan;
b) sampai sejauh mana kebijakan-kebijakan akuntansi yang berkaitan

dengan ketentuan-ketentuan masa transisi kebijakan akuntansi
diterapkan oleh suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan; dan
c) setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk

memahami laporan keuangan.
Pengguna laporan keuangan perlu mengetahui basis-basis pengukuran
yang digunakan sebagai landasan dalam penyajian laporan keuangan.
Apabila lebih dari satu basis pengukuran digunakan dalam
penyusunan laporan keuangan, maka informasi yang disajikan harus
cukup memadai untuk dapat mengindikasikan aset dan kewajiban yang

menggunakan basis pengukuran tersebut.

;
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KEBIJAKAN AKUNTANSI
ASET LAINNYA

A. UMUM

Tujuan
1. Tujuan kebijakan ini adalah mengatur perlakuan akuntansi atas aset

lainnya yang mencakup pengakuan, pengukuran dan penilaian, serta
pengungkapannya dalam laporan keuangan pemerintah daerah.

Ruang Lingkup

2. Kebijakan ini diterapkan pada akuntansi aset lainnya dalam rangka
penyusunan laporan neraca.

3. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan
yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk
perusahaan daerah.

Definisi

4. Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat
diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset
tetap dan dana cadangan.

5. Termasuk di dalam Aset Lainnya adalah :

a. Tagihan Piutang Penjualan Angsuran;

b. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerabh,;
c. Kemitraan dengan Pihak Ketiga;

d. Aset Tidak Berwujud;

e. Aset Lain-lain.

6. Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat
diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran
kepada pegawai pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan
angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan
kendaraan dinas.

7. Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang

dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut

,
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penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemda sebagai
akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan
melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau
kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

8. Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan
terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk
menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemda
sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan
melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian

dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.
Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang

9.
mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang
dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha
yang dimiliki.

10. Bentuk kemitraan tersebut antara lain dapat berupa :
a. Kerjasama/ Kemitraan
b. Bangun Guna Serah (BGS)
c. Bangun Serah Guna (BSG)
d. Kerjasama Pemanfaatan (KSP)
e. Sewa

11. Bangun Guna Serah adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa
tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/ atau
sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain
tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk
selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/ atau
sarana beserta fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.

12. Pada akhir masa konsesi ini, penyerahan aset oleh pihak

ketiga/investor kepada pemerintah daerah sebagai pemilik aset,
biasanya tidak disertai dengan pembayaran oleh pemerintah daerah.
Kalaupun disertai pembayaran oleh pemerintah daerah, pembayaran
tersebut dalam jumlah yang sangat rendah. Penyerahan dan
pembayaran aset BKS ini harus diatur dalam perjanjian/kontrak

kerjasama.
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13. Bangun Serah Guna (BSG) adalah pemanfaatan barang milik daerah

berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan

dan/atau sarana berikut fasilitasnya dan setelah selesai

pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain

tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
Kerjasama Pemanfaatan (KSP) adalah pendayagunaan Barang Milik

Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka

peningkatan penerimaan daerah.
Aset tidak berwujud adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat

dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk
digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan
untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contoh
aset tidak berwujud adalah hak paten, hak cipta, hak merek, serta
biaya riset dan pengembangan. Aset tidak berwujud dapat diperoleh
melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh pemerintah

14.

15.

daerah.

16. Aset tidak berwujud meliputi :
a. software komputer yang dipergunakan dalam jangka waktu lebih

dari satu tahun.
b. lisensidan franchise

c. hak cipta (copyright), paten, dan hak lainnya
d. hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang

Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang
adalah suatu kajian atau penelitian yang memberikan manfaat
ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat
diidentifikasi sebagai aset. Apabila hasil kajian tidak dapat
diidentifikasi dan tidak memberikan manfaat ekonomis dan/atau
sosial maka tidak dapat dikapitalisasi sebagai aset tidak berwujud.
Pos Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang
tidak dapat dikelompokkan ke dalam Tagihan Penjualan Angsuran,
Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, Kemitraan dengan
Pihak Ketiga dan Aset Tak Berwujud.
17. Termasuk dalam aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari
penggunaan aktif pemerintah daerah karena hilang atau rusak berat

B ——
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sehingga tidak dapat dimanfaatkan lagi tetapi belum dihapuskan, atau
aset tetap yang dipinjam pakai kepada unit pemerintah yang lain, atau
aset yang telah diserahkan ke pihak lain tetapi belum ada dokumen

hibah atau serah terima atau dokumen sejenisnya.

18. Aset Lainnya diklasifikasikan lebih lanjut sebagaimana tercantum pada

Bagan Akun Standar.

B. PENGAKUAN
19. Secara umum aset lainnya dapat diakui pada saat:
a. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah

daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan

andal.
Diterima atau kepemilikannya dan / atau kepenguasaannya

berpindah.
Aset lainnya yang diperoleh melalui pengeluaran kas maupun tanpa

20.
pada saat terjadinya transaksi

pengeluaran kas dapat diakui
berdasarkan dokumen perolehan yang sah sesuai dengan ketentuan

yang berlaku.

21. Aset lainnya yang berkurang melalui penerimaan kas maupun tanpa
penerimaan kas, diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan

dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

C. PENGUKURAN DAN PENILAIAN
22. Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari

kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah
dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas
umum daerah atau berdasarkan daftar saldo tagihan penjualan
angsuran.

Tuntutan Perbendaharaan di nilai sebesar nilai nominal dalam Surat
Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah
dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas umum daerah.
Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat
Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) setelah dikurangi dengan
setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas

umum daerah.
—
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KAS DAN SETARA KAS

A. Definisi Kas dan Setara Kas
Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat

p—

dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan daerah.

2. Dalam pengertian kas ini juga termasuk setara kas yaitu investasi
Jjangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas yang
mempunyai masa jatuh tempo yang pendek, yaitu kurang dari 3(tiga)
bulan sejak tanggal perolehannya.

3. Kas pemerintah daerah mencakup :

a. Kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab Bendahara

Umum Daerah, terdiri dari :

1) Saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada
bank yang digunakan untuk menampung penerimaan dan
pengeluaran pemerintah daerah;

2) Setara kas, antara lain berupa Surat Utang Negara/ Obligasi
dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh Bendahara
Umum Daerah;

3) Uang tunai di Bendahara Umum Daerah.

b. Kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab selain

Bendahara Umum Daerah, terdiri dari:

1) Kas di bendahara pengeluaran, adalah seluruh saldo rekening di
bank dan saldo uang tunai yang ada di bendahara pengeluaran,
merupakan kas yang menjadi tanggungjawab/ dikelola oleh
bendahara pengeluaran yang berasal dari sisa UP (UYHD) yang
belum disetor ke kas daerah per tanggal neraca, termasuk yang
berasal dari pajak yang dipungut namun belum disetorkan;

2) Kas di bendahara penerimaan, adalah seluruh saldo uang tunai
yang ada di bendahara penerimaan, merupakan kas yang
menjadi tanggungjawab/ dikelola oleh bendahara penerimaan
yang berasal dari pelaksanaan tugas bendahara penerimaan;

dan
3) Kas di Badan Layanan Umum Daerah.

’
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tersebut dapat dipindahtangankan atau dipisahkan dari entitas

atau dari hak dan kewajiban lainnya.
10. Kriteria dapat dipisahkan harus digunakan secara hati-hati,
mengingat dalam perolehan aset pada suatu entitas kadang-kadang
terjadi perolehan secara gabungan. Dalam hal Aset Tak Berwujud
diperoleh bersama dengan sekelompok aset lainnya, transaksi ini
bisa juga meliputi pengalihan hak hukum yang memungkinkan
entitas untuk memperoleh manfaat masa depan dari hak tersebut.
Dalam hal demikian entitas tetap harus mengidentifikasi adanya Aset
Tak Berwujud tersebut. Beberapa Aset Tak Berwujud biasanya
dapat dipisahkan dengan aset lainnya, seperti paten, hak cipta, merk
dagang, dan franchise.
Kriteria kedua untuk Aset Tak Berwujud sebagaimana diuraikan pada
paragraf 8 adalah pengendalian. Tanpa adanya kemampuan untuk
mengendalikan aset maka sumber daya dimaksud tidak dapat diakui
sebagai aset suatu entitas. Suatu entitas disebut "mengendalikan aset”

1d:

jika entitas memiliki kemampuan untuk memperoleh manfaat ekonomi
masa depan yang timbul dari aset tersebut dan dapat membatasi akses

pihak lain dalam memperoleh manfaat ekonomi dari aset tersebut.
12. Kriteria ketiga untuk Aset Tak Berwujud sebagaimana diuraikan pada
paragraf 8 adalah manfaat ekonomi masa depan. Karakteristik aset
secara umum adalah kemampuannya untuk memberikan manfaat
ekonomis dan jasa potensial (potential services) di masa depan. Manfaat
ekonomis dapat menghasilkan aliran masuk atas kas, setara kas,
barang, atau jasa ke pemerintah daerah, sedangkan jasa yang melekat
pada aset dapat saja memberikan manfaat kepada pemerintah daerah
dalam bentuk selain kas atau barang, misalnya dalam meningkatkan
pelayanan publik sebagai salah satu tujuan utama pemerintah daerah

atau peningkatan efisiensi pelaksanaan suatu kegiatan pemerintah

daerah.

Klasifikasi Aset Tak Berwujud
13. Berdasarkan jenis sumber daya, Aset Tak Berwujud pemerintah daerah

dapat berupa :

: .
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(a) Piranti Lunak (Software) Komputer;

(b) Lisensi dan franchise;

(c) Hak Paten dan Hak Cipta;

(d) Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka
panjang;

(e) Aset Tak Berwujud yang mempunyai nilai sejarah/budaya; dan

() Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan.

Software komputer yang masuk dalam kategori Aset Tak Berwujud

adalah software yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari

hardware komputer tertentu. Jadi software ini dapat digunakan di

komputer lain. Oleh karena itu software komputer sepanjang

memenuhi definisi dan kriteria pengakuan merupakan Aset Tak

14.

Berwujud.
15. Lisensi dapat diartikan memberi izin. Pemberian lisensi dilakukan jika

ada pihak yang memberi lisensi dan pihak yang menerima lisensi,
melalui sebuah perjanjian. Dapat juga merupakan pemberian izin dari
pemilik barang/jasa kepada pihak yang menerima lisensi untuk
menggunakan barang atau jasa yang dilisensikan. Franchise
merupakan perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak
memanfaatkan dan atau menggunakan hak dari kekayaan intelektual
(HAKI) atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu
imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak lain
tersebut dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang dan
jasa.

16. Hak Paten dan Hak Cipta pada dasarnya diperoleh karena adanya
kepemilikan kekayaan intelektual, pengetahuan teknis, suatu cipta
karya yang dapat menghasilkan manfaat bagi entitas. Hak ini dapat
mengendalikan pemanfaatan aset tersebut dan membatasi pihak lain
yang tidak berhak untuk memanfaatkannya. Oleh karena itu Hak Paten
dan Hak Cipta sepanjang memenuhi definisi dan kriteria pengakuan
merupakan Aset Tak Berwujud.

17. Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka
panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan
manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang
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dapat diidentifikasi sebagai aset. Apabila hasil kajian tidak dapat
diidentifikasi dan tidak memberikan manfaat ekonomis dan/atau
sosial maka tidak dapat diakui sebagai Aset Tak Berwujud.

18. Aset Tak Berwujud yang mempunyai nilai sejarah/budaya seperti film
dokumenter, dibuat untuk mendapatkan kembali naskah kuno/alur
sejarah/rekaman peristiwa lalu yang pada dasarnya mempunyai
manfaat ataupun nilai bagi Pemerintah Daerah ataupun masyarakat.
Hal ini berarti film tersebut mengandung nilai tertentu yang dapat
mempunyai manfaat di masa depan bagi pemerintah daerah.
Film/Karya Seni/Budaya dapat dikategorikan dalam heritage Aset Tak
Berwujud.

19. Aset Tidak Berwujud Dalam Pengerjaan merupakan suatu kegiatan
perolehan Aset Tak Berwujud dalam pemerintahan, khususnya yang
diperoleh secara internal, sebelum selesai dikerjakan dan menjadi Aset
Tak Berwujud, belum memenuhi salah satu kriteria pengakuan aset
yaitu digunakan untuk operasional pemerintah daerah. Namun dalam
hal ini seperti juga aset tetap, aset ini nantinya juga diniatkan untuk
digunakan dalam pelaksanaan operasional pemerintahan, sehingga
dapat diakui sebagai bagian dari Aset Tak Berwujud.

20. Berdasarkan cara perolehan, Aset Tak Berwujud dapat berasal dari :

(a) Pembelian;
(b) Pengembangan secara internal;
(c) Pertukaran;

(d) Kerjasama;

(¢) Donasi/hibah;

() Warisan Budaya/Sejarah (intangible heritage assets).

21. Berdasarkan masa manfaat, Aset Tak Berwujud dapat dibedakan menjadi
dua, yaitu :

(a) Aset Tak Berwujud dengan umur manfaat terbatas (finite life), dimana
umur manfaat Aset Tak Berwujud dalam kelompok ini dapat dibatasi
dari umur atau banyaknya unit produk yang dihasilkan, yang
didasarkan pada harapan entitas untuk menggunakan aset tersebut,
atau faktor hukum atau faktor ekonomis mana yang lebih pendek.

(b) Aset Tak Berwujud dengan umur manfaat yang tak terbatas

Ll ]
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(indefinite life). Dari berbagai faktor relevan yang ada, Aset Tak
Berwujud tertentu diyakini tidak mempunyai batas-batas periode
untuk memberikan manfaat kepada entitas. Oleh karena itu, atas
Aset Tak Berwujud yang mempunyai umur manfaat yang tak
terbatas, harus dilakukan reviu secara berkala untuk melihat
kemampuan aset tersebut dalam memberikan manfaat.

B. PENGAKUAN
22. Aset Tak Berwujud diakui jika dan hanya jika:
(a) Telah memenuhi definisi dari Aset Tidak Berwujud,
(b) Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa
datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari
Aset Tak Berwujud tersebut akan mengalir kepada/dinikmati oleh
entitas; dan
() Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.
93. Suatu entitas harus menilai kemungkinan manfaat ekonomi di masa
datang yang diharapkan atau jasa potensial dengan menggunakan
dukungan asumsi logis yang mewakili estimasi terbaik dari manajemen
tentang kondisi ekonomi yang akan diperoleh selama umur ekonomis dari
Aset Tak Berwujud. Entitas menggunakan pertimbangan untuk menilai
derajat kepastian aliran manfaat ekonomi di masa datang sebagai akibat
dari penggunaan Aset Tak Berwujud dengan basis bukti-bukti yang
tersedia pada saat pengakuan awal, dengan lebih menekankan pada

bukti-bukti eksternal.

Pengakuan Aset Tak Berwujud yang Diperoleh Secara Internal

24. Kadangkala sulit untuk menentukan apakah pengembangan secara
internal atas Aset Tak Berwujud memenuhi prinsip-prinsip pengakuan,
terutama dalam:

(a) mengidentifikasi apakah dan kapan aset yang diidentifikasikan
tersebut akan menghasilkan manfaat ekonomi masa depan yang
diharapkan; dan

(b) menentukan biaya perolehan dari aset tersebut secara memadai.
Dalam hal tertentu, biaya untuk menghasilkan Aset Tak

—
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Berwujud yang dikembangkan secara internal tidak dapat
dipisahkan dengan biaya entitas operasional rutin pemerintah

daerah.
25. Untuk menentukan apakah perolehan internal Aset Tak Berwujud

memenuhi kriteria untuk pengakuan, perolehan Aset Tak Berwujud
dikelompokkan dalam 2 tahap, yaitu:

(a) Tahap penelitian atau riset

(b) Tahap pengembangan

Jika pemerintah daerah tidak dapat membedakan tahap penelitian/riset
dengan tahap pengembangan atas aktivitas/kegiatan internal untuk
menghasilkan Aset Tak Berwujud, pemerintah daerah harus
memperlakukan seluruh pengeluaran atas aktivitas/kegiatan tersebut
sebagai pengeluaran dalam tahap penelitian /riset.

26. Pengeluaran-pengeluaran untuk kegiatan/aktivitas penelitian/riset (atau
tahap penelitian/riset dari kegiatan/aktivitas internal) tidak dapat diakui
sebagai Aset Tak Berwujud. Pengeluaran-pengeluaran tersebut harus
diakui sebagai beban pada saat terjadi.

27. Dalam tahap penelitian/riset dari kegiatan/aktivitas internal, pemerintah
daerah tidak/belum dapat membuktikan bahwa Aset Tak Berwujud telah
ada dan akan menghasilkan manfaat ekonomi masa datang. Oleh
karenanya, pengeluaran ini diakui sebagai beban pada saat terjadi.

28. Contoh-contoh dari kegiatan penelitian/riset adalah:

(a) Kegiatan/aktivitas yang bertuyjuan untuk  memperoleh
pengetahuan baru (new knowledge);

(b) Pencarian, evaluasi dan seleksi akhir untuk penerapan atas
penemuan penelitian atau pengetahuan lainnya;

(c) Pencarian alternatif bahan baku, peralatan, produk, proses, sistem
ataupun layanan,

(d) Formula/rumus, rancangan, evaluasi dan seleksi akhir atas
alternatif yang tersedia untuk peningkatan material, peralatan,
produk, proses, sistem dan layanan yang baru atau yang
diperbaiki.

29. Aset Tak Berwujud yang timbul dari pengembangan (atau dari tahapan
pengembangan satu kegiatan internal) harus diakui jika, dan hanya Jika,

”
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pemerintah daerah dapatmemperlihatkan seluruh kondisi dibawah ini :

(a) Kelayakan teknis atas penyelesaian Aset Tak Berwujud sehingga
dapat tersedia untuk digunakan atau dimanfaatkan;
Keinginan untuk menyelesaikan dan menggunakan

memanfaatkan Aset Tak Berwujud tersebut;
Kemampuan untuk menggunakan dan memanfaatkan Aset

(b) atau

()
Tak Berwujud tersebut;

(d) Manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa datang;

(e) Ketersediaan sumber daya teknis, keuangan, dan lainnya yang

cukup untuk menyelesaikan pengembangan dan penggunaan atau

pemanfaatkan Aset Tak Berwujud tersebut;

() Kemampuan untuk mengukur secara memadai pengeluaran-
pengeluaran yang diatribusikan ke Aset Tak Berwujud selama
masa pengembangan.

30. Apabila telah memenuhi kriteria di atas dan ditetapkan menjadi Aset
Tak Berwujud, maka hanya pengeluaran yang terjadi setelah seluruh
kriteria tersebut tercapai yang dapat dikapitalisasi menjadi nilai
perolehan, sedangkan pengeluaran yang terjadi sebelum memenuhi
kriteria tersebut dianggap sebagai beban pada saat terjadinya.

31. Satu hal yang paling krusial di dalam menentukan apakah sesuatu
dapat ditetapkan sebagai Aset Tak Berwujud adalah penentuan apakah
aset tersebut dapat dianggap mempunyai atau akan menghasilkan
manfaat ekonomi atau sosial di masa yang akan datang. Untuk
menetapkan apakah suatu kajian/pengembangan menghasilkan
manfaat ekonomi dan atau sosial dimasa yang akan datang, suatu
entitas harus mampu mengidentifikasi mengenai:

(a) Apa manfaat ekonomi dan atau sosial yang akan diperoleh dari

hasil kajian/pengembangan tersebut;
(b) Siapa penerima manfaat ekonomi dan atau sosial tersebut;
(c) Apakah aset tersebut akan digunakan oleh entitas atau pihak lain;
(d) Jangka waktu manfaat tersebut akan diperoleh.
32. Contoh aktivitas-aktivitas pada tahap pengembangan adalah:
(a) Desain, konstruksi dan percobaan sebelum proses produksi

prototipe atau model;
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(b) Desain, konstruksi dan pengoperasian kegiatan percobaan proses
produksi yang belum berjalan pada skala ekonomis yang

menguntungkan untuk produksi komersial;
(c) Desain, konstruksi dan percobaan beberapa alternatif pilihan,

untuk bahan, peralatan, produk, proses, sistem atau pelayanan
yang sifatnya baru atau sedang dikembangkan.
Pada praktik terdapat dana penelitian yang dimiliki oleh suatu instansi
tertentu namun dana ini dapat dipergunakan untuk membiayai
penelitian yang dilakukan oleh perguruan tinggi atau lembaga-lembaga

33.

penelitian dan pengembangan.

34. Sesuai dengan konsep belanja dalam pemerintahan dan konsep entitas
maka entitas yang memiliki anggaran adalah yang berhak mencatat
aset apabila dari biaya yang dikeluarkan dari anggaran tersebut
menghasilkan Aset Tak Berwujud walaupun penelitiannya dilakukan
oleh lembaga lain.

35. Namun demikian instansi pemerintah daerah yang memberikan dana

tidak dapat serta merta mengakui Aset Tak Berwujud tersebut, kecuali

jika memenuhi karakteristik Aset Tak Berwujud dan memenubhi kriteria
pengakuan. Aset Tak Berwujud yang berasal dari Penelitian dan

Pengembangan harus sesuai dengan kriteria pengakuan Aset Tak

Berwujud dan memenuhi kondisi pengakuan untuk biaya pada tahap

pengembangan, bukan biaya dalam tahap penelitian.

Biaya Perolehan Aset Tak Berwujud yang dihasilkan secara internal

dari pengembangan adalah sejumlah pengeluaran yang dilakukan sejak

tanggal Aset Tak Berwujud pertama kali memenuhi kriteria pengakuan.

Sehingga tidak semua biaya penelitian dan pengembangan yang telah

dikeluarkan diakui sebagai Aset Tak Berwujud. Dengan demikian harus

ada penjelasan yang memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan

36.

mengenai hal ini.

Perlakuan Khusus Untuk Software Komputer

37. Dalam pengakuan software komputer sebagai Aset Tak Berwujud, ada
beberapa hal yang perlu diperhatikan:
(a) Untuk software yang diperoleh atau dibangun oleh internal

—
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instansi pemerintah dapat dibagi menjadi dua, yaitu
dikembangkan oleh instansi pemerintah sendiri atau oleh pihak
ketiga (kontraktor). Dalam hal dikembangkan oleh instansi
pemerintah sendiri dimana biasanya sulit untuk mengidentifikasi
nilai perolehan dari software tersebut, maka untuk software
seperti ini tidak perlu diakui sebagai Aset Tak Berwujud. Selain
itu software seperti ini biasanya bersifat terbuka dan tidak ada
perlindungan hukum hingga dapat dipergunakan siapa saja,
sehingga salah satu kriteria dari pengakuan Aset Tak Berwujud
yaitu pengendalian atas suatu aset menjadi tidak terpenuhi. Oleh
karena itu untuk software yang dibangun sendiri yang dapat
diakui sebagai Aset Tak Berwujud adalah yang dikontrakkan
kepada pihak ketiga.

(b) Dalam kasus perolehan software secara pembelian, harus dilihat
secara kasus per kasus. Untuk pembelian software yang diniatkan
untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat oleh pemerintah
maka software seperti ini harus dicatat sebagai persediaan. Dilain
pihak apabila ada software yang dibeli oleh pemerintah untuk
digunakan sendiri namun merupakan bagian integral dari suatu
hardware (tanpa software tersebut, hardware tidak dapat
dioperasikan), maka software tersebut diakui sebagai bagian harga
perolehan hardware dan dikapitalisasi sebagai peralatan dan
mesin. Biaya perolehan untuk software program yang dibeli
tersendiri dan tidak terkait dengan hardware harus dikapitalisasi
sebagai Aset Tak Berwujud setelah memenuhi kriteria perolehan
aset secara umum.

38. Software komputer harus dianggap dihasilkan secara internal jika
dikembangkan oleh instansi pemerintah daerah atau oleh kontraktor
pihak ketiga atas nama pemerintah daerah.

39. Aktivitas-aktivitas yang dilakukan dalam pengembangan software
komputer yang dihasilkan secara internal dapat dibagi menjadi
beberapa tahap sebagai berikut:

(a) Tahap awal kegiatan

#
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Pada tahap ini termasuk adalah perumusan konsep dan evaluasi
alternatif, penentuan teknologi yang dibutuhkan, dan penentuan
pilihan akhir terhadap alternatif untuk pengembangan software
tersebut.
(b) Tahap pengembangan aplikasi

Aktifitas pada tahap ini termasuk desain aplikasi, termasuk di
dalamnya konfigurasi software dan software interface,
pengkodean, pemasangan software ke hardware, testing, dan
konversi data yang diperlukan untuk mengoperasionalkan
software.

(c) Tahap setelah implementasi/operasionalisasi

Aktivitas dalam tahap ini adalah pelatihan, konversi data yang
tidak diperlukan untuk operasional software dan pemeliharaan
software.

40. Semua pengeluaran yang terkait dengan aktifitas pada tahap awal
kegiatan harus menjadi beban pada saat terjadinya. Sedangkan semua
pengeluaran pada tahap pengembangan aplikasi harus dikapitalisasi
apabila memenuhi kondisi- kondisi sebagai berikut:

(a) Pengeluaran terjadi setelah tahap awal kegiatan selesai; dan

(b) Pemerintah daerah berkuasa dan berjanji untuk membiayai, paling

tidak untuk periode berjalan.

Semua pengeluaran yang terkait dengan aktivitas pada tahap setelah

implementasi/operasionalisasi harus dianggap sebagai beban pada saat

terjadinya.

41. Perlakuan akuntansi untuk software yang diperoleh secara pembelian
adalah sebagai berikut:

(a) Perolehan software yang memiliki ijin penggunaan/masa manfaat
lebih dari 12 bulan, maka nilai perolehan software dan biaya
lisensinya harus dikapitalisasi sebagai Aset Tak Berwujud.
Sedangkan  perolehan software  yang  memiliki ijin
penggunaan/masa manfaat kurang dari atau sampai dengan
12 bulan, maka nilai perolehan software tidak perlu dikapitalisasi
tetapi diakui sebagai beban operasi pada periode terjadinya.

(b) Software yang diperoleh hanya dengan membayar ijin
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penggunaan/lisensi dengan masa manfaat lebih dari 12 bulan
harus dikapitalisasi sebagai Aset Tak Berwujud. Software yang
diperoleh hanya dengan membayar ijin penggunaan/lisensi kurang
dari atau sampai dengan 12 bulan, tidak perlu dikapitalisasi tetapi
diakui sebagai beban operasi pada periode terjadinya.

(c) Software yang tidak memiliki pembatasan ijin penggunaan dan
masa manfaatnya lebih dari 12 bulan harus dikapitalisasi. Software
yang tidak memiliki pembatasan ijin penggunaan dan masa
manfaatnya kurang dari atau sampai dengan 12 bulan tidak perlu
dikapitalisasi tetapi diakui sebagai beban operasi pada periode
terjadinya.

42. Pada kebanyakan kasus, sifat alamiah Aset Tak Berwujud adalah tidak
adanya penambahan nilai Aset Tak Berwujud dan tidak diperlukannya
penggantian dari bagian Aset Tak Berwujud dimaksud setelah
perolehan awal. Oleh karena itu, kebanyakan pengeluaran setelah
perolehan Aset Tak Berwujud mungkin dimaksudkan untuk
memelihara manfaat ekonomi di masa datang atau jasa potensial yang
terkandung dalam Aset Tak Berwujud dimaksud dan pengeluaran
tersebut bukan merupakan upaya untuk memenuhi definisi dan
kriteria pengakuan Aset Tak Berwujud. Dengan kata lain, seringkali
sulit untuk mengatribusikan secara langsung pengeluaran setelah
perolehan terhadap suatu Aset Tak Berwujud tertentu sehingga
diperlakukan sebagai beban operasional suatu entitas. Namun
demikian, apabila memang terdapat pengeluaran setelah perolehan
yang dapat diatribusikan langsung terhadap Aset Tak Berwujud
tertentu, maka pengeluaran tersebut dapat dikapitalisasi ke dalam nilai
Aset Tak Berwujud dimaksud.

43. Kapitalisasi terhadap pengeluaran setelah perolehan terhadap software
komputer harus memenuhi salah satu kriteria ini

(a) Meningkatkan fungsi software;
(b) Meningkatkan efisiensi software.

44. Apabila perubahan yang dilakukan tidak memenuhi salah satu kriteria
di atas maka pengeluaran harus dianggap sebagai beban pemeliharaan
pada saat terjadinya. Misalnya pengeluaran setelah perolehan software
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yang sifatnya hanya mengembalikan ke kondisi semula (misalnya,

pengeluaran untuk teknisi software dalam rangka memperbaiki untuk

dapat dioperasikan kembali), tidak perlu dikapitalisasi..

45, Pengeluaran yang meningkatkan masa manfaat dari software pada
praktik umumnya tidak terjadi, yang ada adalah pengeluaran untuk
perpanjangan ijin penggunaan/lisensi dari software atau up grade dari
versi yang lama menjadi yang paling mutakhir yang lebih mendekati
kepada perolehan software baru.

46. Perlakuan akuntansi untuk perpanjangan lisensi:

(a) Pengeluaran setelah perolehan berupa perpanjangan ijin
penggunaan yang kurang dari atau sampai dengan 12 bulan tidak
perlu dikapitalisasi.

(b) Pengeluaran setelah perolehan berupa perpanjangan ijin
penggunaan yang lebih dari 12 bulan harus dikapitalisasi.

Perlakan Untuk Hak Paten

47. Hak Paten adalah salah satu jenis Aset Tak Berwujud yang
kemungkinan dapat dimiliki oleh pemerintah daerah yang
perolehannya dapat berasal dari hasil kajian dan pengembangan atas
penelitian yang dilakukan pemerintah daerah atau pendaftaran atas
suatu kekayaan/warisan budaya/sejarah yang dimiliki.

48. Hak Paten yang diperoleh untuk melindungi kekayaan/warisan
budaya/sejarah, maka atas aset ini secara umum diakui pada saat
dokumen hukum yang sah atas Hak Paten tersebut telah diperoleh.
Namun untuk mengantisipasi lamanya jangka waktu terbitnya
dokumen tersebut, maka entitas dapat mengakui sebagai Hak Paten
terlebih dahulu dengan nilai sebesar biaya pendaftarannya, kemudian
memberikan penjelasan yang memadai dalam Catatan atas Laporan
Keuangan (CaLK).

49. Untuk Hak Paten yang masih dalam proses pendaftaran dan dokumen
sumber belum terbit, maka entitas dapat mengakui sebagai Hak Paten
terlebih dahulu dengan nilai sebesar biaya pendaftaran ditambah nilai
Hasil Kajian/Pengembangan yang telah dikapitalisasi sebagai Aset Tak
Berwujud, kemudian memberikan penjelasan yang memadai dalam

q
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Tak Berwujud mungkin dimaksudkan untuk memelihara manfaat
ekonomi di masa datang atau jasa potensial yang terkandung dalam
Aset Tak Berwujud dimaksud dan tidak lagi merupakan upaya untuk
memenuhi definisi Aset Tak Berwujud dan kriteria pengakuannya,
Dengan kata lain, seringkali sulit untuk mengatribusikan secara
langsung pengeluaran setelah perolehan terhadap suatu Aset Tak
Berwujud tertentu sehingga diperlakukan sebagai beban operasional
suatu entitas.

64. Namun demikian, apabila memang terdapat pengeluaran setelah
perolehan yang dapat diatribusikan langsung terhadap Aset Tak
Berwujud tertentu, maka pengeluaran tersebut dapat dikapitalisasi ke
dalam nilai Aset Tak Berwujud dimaksud. Biaya yang telah dibebankan

tidak dapat diakui sebagai Aset Tak Berwujud.

Amortisasi

65. Amortisasi adalah alokasi harga perolehan Aset Tak Berwujud secara
sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Amortisasi Aset Tak
Berwujud sama prinsipnya seperti penyusutan dalam aset tetap. Masa
manfaat Aset Tak Berwujud dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor
yang semuanya harus diperhitungkan dalam penetapan periode
amortisasi. Masa manfaat tersebut dapat dibatasi oleh ketentuan
hukum, peraturan, atau kontrak.

66. Untuk menerapkan amortisasi, sebuah entitas harus menilai apakah
masa manfaat suatu Aset Tak Berwujud adalah terbatas atau tak
terbatas. Jika terbatas, entitas harus menentukan jangka waktu atau
jumlah produksi atau jumlah unit yang dihasilkan, selama masa
manfaat. Suatu Aset Tak Berwujud diakui entitas memiliki masa
manfaat tak terbatas jika, berdasarkan analisis dari seluruh faktor
relevan, tidak ada batas yang terlihat pada saat ini atas periode yang
mana aset diharapkan menghasilkan arus kas bersih (neto) bagi
entitas.

67. Amortisasi suatu Aset Tak Berwujud dengan masa manfaat terbatas
tidak berakhir jika aset tersebut tidak lagi digunakan, kecuali aset
tersebut sudah sepenuhnya disusutkan atau dxgolongknn sebagai aset
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68.

69.

70.

{6 U

72.

73.

74.

75.

yang dimiliki untuk dijual.

Dalam hal manfaat ekonomis yang terkandung dalam suatu Aset Tak
Berwujud terserap dalam menghasilkan aset lain, maka beban
amortisasi merupakan bagian dari harga pokok aset lain tersebut dan
dimasukkan ke dalam jumlah tercatatnya.

Amortisasi hanya dapat diterapkan atas Aset Tak Berwujud yang
memiliki masa manfaat terbatas. Amortisasi untuk Aset Tak Berwujud
tersebut dilakukan dengan metode garis lurus (straight line method).
Rumusan perhitungan amortisasi dengan metode garis lurus (straight
line method) untuk setiap periode adalah sebagai berikut :

Amortisasi per periode = Biaya Perolehan Aset Tak Berwujud-
Nilai Sisa Masa manfaat

Amortisasi per periode adalah nilai yang disesuiakan atau dikurangkan
pada nilai buku Aset Tak Berwujud untuk setiap periode pemakaian
aset tetap. Periode perhitungan amortisasi Aset Tak Berwujud adalah
setiap bulan.

Biaya perolehan Aset Tak Berwujud merupakan harga perolehan atau
nilai wajar Aset Tak Berwujud.

Masa manfaat merupakan estimasi umur pemakaian Aset Tak
Berwujud yang diharapkan memberikan manfaat ekonomis bagi
pemerintah daerah dalam menjalankan kegiatan operasional
pemerintahan atau pelayanan kepada masyarakat. Masa manfaat
setiap jenis Aset Tak Berwujud tidak sama tergantung pada beberapa
faktor antara lain pembatasan oleh ketentuan hukum, peraturan, atau
kontrak.

Aset Tak Berwujud dengan masa manfaat yang terbatas (seperti paten,
hak cipta, waralaba dengan masa manfaat terbatas, dll harus
diamortisasi selama masa manfaat atau masa secara hukum mana
yang lebih pendek.

Periode amortisasi ditinjau setidaknya setiap akhir tahun buku. Jika
perkiraan masa manfaat aset berbeda secara signifikan dengan
estimasi-estimasi sebelumnya, periode amortisasi harus disesuaikan.

Nilai sisa dari Aset Tidak Berwujud dengan masa manfaat yang
terbatas harus diasumsikan bernilai nihil, kecuali:
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(a) Terdapat komitmen dari pihak ketiga yang akan mengambil alih
Aset Tidak Berwujud pada akhir masa manfaat;

(b) Terdapat pasar aktif atas aset tersebut dan:
1) Nilai sisa dapat ditentukan dari referensi pasar tersebut;

2) Besar kemungkinannya bahwa pasar tersebut masih ada pada

akhir masa manfaat
Jumlah amortisasi Aset Tak Berwujud dengan masa manfaat yang

terbatas dihitung setelah dikurangi nilai sisa. Nilai sisa selain nihil
mengindikasikan bahwa entitas mengharapkan untuk melepas Aset
Tak Berwujud tersebut sebelum akhir masa ekonomisnya.

76. Aset Tak Berwujud dengan masa manfaat tidak terbatas (seperti
goodwill, merek dagang, waralaba dengan kehidupan yang tak terbatas,
abadi waralaba, dll) tidak boleh diamortisasi.

77. Masa manfaat suatu Aset Tak Berwujud yang tidak diamortisasi harus
ditelaah setiap periode untuk menentukan apakah kejadian atau
keadaan dapat terus mendukung masa manfaat aset tetap tak terbatas.
Jika tidak, perubahan masa manfaat yang muncul dari tak terbatas
menjadi terbatas harus dibukukan atau sesuai dengan perubahan

dalam perkiraan akuntansi.

PENGHENTIAN DAN PELEPASAN ASET TAK BERWUJUD (RETIREMENT

AND DISPOSAL)
78. Aset Tak Berwujud diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam

mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah. Namun
demikian, pada saatnya suatu Aset Tak Berwujud harus dihentikan
dari penggunaannya. Beberapa keadaan dan alasan penghentian Aset
Tak Berwujud antara lain adalah penjualan, pertukaran, hibah, atau
berakhirnya masa manfaat Aset Tak Berwujud sehingga perlu diganti
dengan yang baru.

79. Secara umum, penghentian Aset Tak Berwujud dilakukan pada saat
dilepaskan atau Aset Tak Berwujud tersebut tidak lagi memiliki
manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau
pelepasannya. Akun Aset Tidak Berwujud yang dihentikan
penggunaannya harus ditutup.

—
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80. Apabila suatu Aset Tak Berwujud tidak dapat digunakan karena
ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi
pemerintah daerah yang makin berkembang, rusak, atau masa
kegunaannya telah berakhir, maka Aset Tak Berwujud tersebut
hakekatnya tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan,
sehingga penggunaannya harus dihentikan. Selanjutnya, terhadap Aset
Tak Berwujud tersebut secara akuntansi dapat dilepaskan, namun
harus melalui proses pengelolaan barang milik daerah yang disebut
penghapusan.

81. Dalam hal penghentian Aset Tak Berwujud merupakan akibat dari
pemindahtanganan dengan cara dijual atau dipertukarkan sehingga
pada saat terjadinya transaksi belum seluruh nilai buku Aset Tak
Berwujud yang bersangkutan habis disusutkan, maka selisih antara
harga jual atau harga pertukarannya dengan nilai buku Aset Tak
Berwujud terkait diperlakukan sebagai surplus atau defisit penjualan
aset non lancar yang dilaporkan pada Laporan Operasional, dan
penerimaan kas akibat penjualan dibukukan sebagai pendapatan dan

dilaporkan pada Laporan Realisasi Anggaran.

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN
82. Aset Tak Berwujud disajikan dalam neraca sebagai bagian dari Aset

Lainnya.

83. Laporan keuangan harus mengungkapkan hal-hal sebagai berikut
untuk setiap golongan Aset Tak Berwujud, dengan membedakan antara
Aset Tak Berwujud yang dihasilkan secara internal dan Aset Tak
Berwujud lainnya:

(a) Masa manfaat atau tingkat amortisasi yang digunakan;

(b)) Metode amortisasi yang digunakan, jika Aset Tak Berwujud
terbatas masa manfaatnya,

(c) Rincian masing-masing pos Aset Tak Berwujud yang signifikan;

(d) Nilai tercatat bruto dan akumulasi amortisasi pada awal dan akhir

periode;
() Aset Tak Berwujud yang mengalami penurunan nilai yang

signifikan (impaired);

;
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